
PROVINSI MALUKU 
WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA AMBON 
NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa dalam penerapan Peraturan Walikota Ambon
Nomor 39 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, ada beberapa 
ketentuan yang belum diatur sehingga perlu dilakukan 
perubahan;

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Ambon Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 
Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I 
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1645;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 
-  2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II 
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3137);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2012 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan 
(Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 263);

13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon 
Nomor 321);

14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 
2012 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan 
Bangunan (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 
Nomor 39);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 39 TAHUN 2014 
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH 
NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK 
ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 
2014 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

- Ketentuan Umum Pasal 1 diantara angka 52 dan angka 53 disisipkan 1 (satu) 
angka baru yakni angka 52a, sehingga lengkapnya Pasal 1 angka 52a 
berbunyi:

52a. NPOPTKP adalah nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif 
BPHTB.

- Diantara BAB II dan BAB III disisipkan BAB IIA dengan judul PENGENAAN 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN dan diantara Pasal 3 
dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 3a dan Pasal 3b sehingga 
berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA

PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 3a

(1) Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Banguan adalah 
NPOP.

(2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ay at (1) adalah :
a. Jual beli adalah harga transaksi.
b. Tukar menukar adalah nilai pasar.
c. Hibah adalah nilai pasar.
d. Hibah wasiat adalah nilai pasar.
e. Waris adalah nilai pasar.
f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum adalah nilai pasar.
g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan adalah nilai pasar.
h. Peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap adalah nilai pasar.
i. Pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak 

adalah nilai pasar.
j. Pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak adalah nilai 

pasar.
k. Penggambungan usaha adalah nilai pasar.
l. Peleburan usaha adalah nilai pasar.
m. Pemekaran usaha adalah nilai pasar.
n. Hadiah adalah nilai pasar; dan/atau



o. Penunjukan pembeli dalam lelang adalah harga transaksi yang 
tercantum dalam risalah lelang.

(3) Jika NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan 
huruf n tidak diketahui atau lebih rendah dari NJOP yang digunakan 
dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun teijadinya 
perolehan dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP Pajak Bumi dan 
Bangunan.

(1) Besamya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 60.000.000. (Enam puluh juta 
rupiah) untuk setiap wajib pajak dan dalam hal perolehan hak karena 
waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke 
atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk 
suami/isteri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga ratus 
juta rupiah).

(2) NPOPTKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap 
wajib pajak satu kali dalam satu tahun kalender.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Pasal 3b

Pasal II

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 2019

f \ "  i w  v -v  *< = >  (X/7

Diundangkan di Ambon 
pada tanggal $o fi&eMher 2019

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2019 NOMOR
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